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PUTUSAN
Nomor 197/Pdt.G/2023/PA.Mbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat

pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx, 20 Oktober 1976,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXX
XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, bertempat tinggal XXXXXXXXXXX,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxx2, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 16 Juli
1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXX  XXXXXX, bertempat tinggal di
xxxxxxxxselanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juni 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor
197/Pdt.G/2023/PA.Mbl, tanggal 13 Juni 2023, dengan dalil-dalii pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan
pada hari Senin tanggal 24 Desember 2001 yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX  XXXX,  XXXXXXXX XXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:
010/10/1/2002, tertanggal 21 Januari 2002;
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2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal
dirumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXXXXXXXXX sampai
berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan
telah dikaruniai tiga orang anak yang identitasnya sebagai berikut;

3.1 xxxxxxxX, NIK xxxxxxxxxxxx, TTL Simpang Jelutih 01 September
2003, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta;

3. 2. XXXKXXXXXXXXXXXXX, NTK XXXXXXXXXXXXX, TTL Simpang Jxxxxxxxxxh
17 November 2009, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, sekarang
dalam pengasuhan Termohon;

3.3.X00Kkxxxxxx, NIK xxxxxxxx, TTL Batang Hari 10 Oktober 2014,
Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, sekarang dalam pengasuhan
Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun
saja, namun sejak pertengahn tahun 2015 antara Pemohon dengan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
oleh;
4.1.Bahwa Termohon sering cemburu tidak jelas saat Pemohon tidak

berada dirumabh;

4.2.Bahwa Termohon selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan
dengan wanita lain, padahal Pemohon tidak pernah melakukan
tuduhan tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon terjadi pada bulan Juli 2017 yang disebabkan oleh Termohon
untuk kesekian kalinya menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan
wanita lain, padahal Pemohon tidak pernah melakukan tuduhan tersebut,
sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,
setelah pertengkaran tersebut Pemohon langsung pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama dan kembali kerumah kediaman orang tua
Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang menyebabkan

antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang
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lebih 5 tahun 11 bulan lamanya, selama berpisah antara Pemohon dan
Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya
mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak
berhasil;
Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon
merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak
sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya
Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Muara Bulian;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalii di atas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang
Pengadilan Agama Muara Bulian;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Termohon tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

menghadap sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
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panggilan (relaas) Nomor 197/Pdt.G/2023/PA.Mbl tanggal 13 Juni 2023 yang
dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan suatu
halangan yang sah;
Upaya Damai oleh Majelis Hakim
Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
Mediasi
Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon
tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;
Pembacaan Permohonan
Bahwa oleh karena Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara
dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;
Jawaban Termohon
Bahwa oleh karena Termohon atau Kuasanya yang sah tidak pernah
hadir dalam persidangan maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;
Acara Pembuktian Pemohon
Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:
A. Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bathin Xxiv Kabupaten Batanghari
XXXXXXXX XxXxX, Nomor 010/10/1/2002 Tanggal 21 Januari 2002. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi
1 SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan

SLTP, bertempat tinggal di Desa Simpang Jelutih, XXXXXXXXX XXXXX
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XXXX, XXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah

sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
saksi adalah teman Pemohon;

e Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Januari 2002;

e Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami
istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

e Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai akhirnya
berpisah;

e Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015
rumah tangga mereka mulai goyah antara Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

e Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi
mengetahui dari cerita Pemohon

e Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan
bertengkar dikarenakan Termohon selalu cemburu secara
berlebihan kepada Pemohon dan Termohon saat ini telah
menikah lagi dengan laki-laki lain;

e Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sejak 5 tahun yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan
kewajiban layaknya suami istri;

e Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk
tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun
tidak berhasil.

2 SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX XXXXXX,
pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
saksi adalah teman Pemohon;

e Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Januari 2002;

e Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami
istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

e Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai akhirnya
berpisah;

¢ Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015
rumah tangga mereka mulai goyah antara Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

e Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi
mengetahui dari cerita Pemohon

e Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan
bertengkar dikarenakan Termohon selalu cemburu secara
berlebihan kepada Pemohon dan Termohon saat ini telah
menikah lagi dengan laki-laki lain;

e Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sejak 5 tahun yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan
kewajiban layaknya suami istri;

o Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk
tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun
tidak berhasil.

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi a quo, Pemohon menyatakan
menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan
kesimpulan, sedangkan jawaban, bukti dan kesimpulan Termohon tidak dapat

diperiksa dan didengarkan;
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Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;
Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal
145 RBg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),
Pemohon secara inperson telah datang menghadap ke persidangan,
sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 197/Pdt.G/2023/PA.Mbl yang
dibacakan di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
RBg., juncto Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan dan
perkara a quo diperiksa dengan acara verstek, tanpa kehadiran Termohon;
Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim
tidak dapat mendamaikan kedua pihak beperkara, quod est Pasal 154 ayat (1)
RBg., juncto Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun,
Majelis Hakim telah dengan berusaha menasihati Pemohon agar tetap

mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan,
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meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa
hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat
dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini
adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara
agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya,
maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 63 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 2 dan
Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka
secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara
Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 66 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto
Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terikat
perkawinan sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti [P]
berupa Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon sebagai pihak yang berhak dan
berkepentingan (persona standi in judicio) harus dinyatakan mempunyai legal
standing dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan
dengan Akta Nikah;

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah
tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini
sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan
Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di
atas;

Tahap Konstatir
(Analisis Pembuktian)

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo diperiksa secara verstek
tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara perceraian yang diperiksa
secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan
hukum juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 3 pada rumusan kamar
agama “pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus
melalui proses pembuktian” dan guna menghindari penyelundupan hukum
dalam perkara a quo, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian
kepada Pemohon, (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode (P) yang berupa
Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti
tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai
alat bukti, telah dinazegelen pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang

menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon, maka berdasarkan
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ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) RBg., Majelis Hakim
menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat
bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang
diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan
secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi
seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah
memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 176 dan

Pasal 306 RBg., saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan

pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain,

maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308

dan Pasal 309 RBg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti,

selain itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon merupakan keluarga dan

orang dekat Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134

Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat

diterima dan patut dipertimbangkan;

Tahap Kualifisir

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak
tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Termohon selalu cemburu secara berlebihan kepada Pemohon dan
Termohon saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun
yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya
masing-masing;

3. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga untuk merukunkan

Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
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4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage
breakdown) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (onheel
baar tweespalt).

Tahap Konstituir

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum
tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan
pertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan
petitum lainnya;

Petitum 2: Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang

Pengadilan Agama Muara Bulian setelah keputusan ini mempunyai

kekuatan hukum tetap)

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok memberi izin kepada
Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon
(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah
keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim memberi
pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar’i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara
Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil
syar’i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

Ay G O 428 53 8358 250 Jan s ) 1 R0 5 AT G &1 (51 0 il e
G%85 o 58 Y

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan

ketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling
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mencintai (mawaddah) dan menyayangi (rahmah), saling menjalankan
kewajiban masing-masing, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi
memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan
secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga
sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Q.S ar-Rum
ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Q.S. Al-Bagarah ayat 227

ple g A & BN V9= g
Artinya : ”Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka
sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam Aisarut
Tafasir menjelaskan tafsir Q.S. Al-Bagarah ayat 227 yakni ”berniat keras untuk
talak, maka segeralah menjatuhkan talak. Hal ini menunjukkan bahwa suami
sudah tidak suka kepada istrinya dan sudah tidak berkeinginan lagi kepada
mereka. Dalam kata-kata "maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi
Maha mengetahui" terdapat ancaman bagi orang yang bersumpah dengan
maksud memadharatkan istri. Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati
untuk menceraikan Termohon mekipun hakim telah berusaha menasihati
Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai maka kondisi
tersebut sudah sesuai dengan maksud Q.S. Al-Bagarah ayat 227.

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon
yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar
daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama
daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fighiyah;

Fladl cila e anie auliall ¢
Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil

kebaikan.”

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis
Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau
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rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, (vide Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas
kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai
tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara
pasangan suami istri tersebut, quod est Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa
“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup
rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan
telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, “Bahwa
dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau
karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat
adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat
dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka
perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi,
meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh,
apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan
perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu

tetap pecah.”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, jelas
bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, in casu keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah
diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama
karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan
masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya
secara terus menerus, tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan
pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata antara
Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus karena Termohon selalu cemburu secara berlebihan kepada
Pemohon dan Termohon saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain,
Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu
dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan alasan perceraian
tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sedangkan Majelis Hakim
sudah tidak dapat mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut sehingga
berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan
permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian
hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan juncto Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang
dibenarkan hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya quod est
Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga’;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa
“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat
(2) U No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”.

Kesimpulan Akhir Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan
oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar’i dan yuridis, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi
izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan
Agama Muara Bulian setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon
dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum
pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak
satu raj’i terhadap Termohon;

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis

Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

perkara a quo;

2. Dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga
menjawab  petitum-petitum permohonan Pemohon, permohonan
Pemohon dikabulkan seluruhnya;
Waktu Pelaksanaan lkrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan
ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara a
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guo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan memanggil pihak
suami dan istri;
Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 3
(tiga) tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara a quo masuk bidang
perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pertimbangan Penutup
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Muara Bulian;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh H.M. Kusen
Raharjo, S.H.l.,, M.A., sebagai Ketua Majelis, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H.,
M.H., dan M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H., sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mulyadi, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.
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putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

H.M. Kusen Raharjo, S.H.l., M.A.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H. M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mulyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

2. Biaya proses Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Rp 500.000,00
4. Biaya PNBP Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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